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ahuluan

Promosi adalah tindakan
memasarkan, menawarkan,
mengenalkan, serta
mengajak konsumen untuk

" NETFLIX NETFLIX NETFLED o

shnring pE Lt PELvaLE
1p2is s AR AT] 1 akiim
1 bulon : 18 _ 000 1 bulan - 35000 Bulmn = 120000
2 bulan @ 36 000 2 bulan ¢ G 0D Bulan @ 240 000
3 Biulan ; 54 0000 3 Bulan : 97,000 Biilmn @ Zel . 000

Wk

membeli barang atau jasa. PRIME VIDEO VIU DISNEY+ o
Salah satu tujuan utama R s amees, — 1 O)
dari promosi adalah untuk i 3 bulan : 42,000 & bulen : 38.000 3 bulen +108.000
menarik pelanggan yang > VIDIO WE TV YOUTUBE PREM
dinarapkan dapat setia atau DISNEY +
berlangganan pada barang 2 bulan : 52.000 12 bulan:28.000 § bulan : 48,020

atau jasa yang ditawarkan.
Berlangganan berarti
seseorang secara rutin atau
berulang membeli barang
atau jasa dalam jangka VvVIU
waktu yang lama

ditemukan praktikilegal yang
melibatkanjual beli atau
berbagi akun premivm
dengan harga yang jauh
lebih murah daripada harga
resmi.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

N

’ kegiatan mempromosikan akses akun netflix, disney dan
Viu dengan cara sharing akun melalui paid promote

apakah kegiatan promosi akun sharing merupakan kegiatan illegal dan
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
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Metode
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e Jenis penelitian yuridis normatif e ] V"\g)
e Pendekatan sistematis Q R 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
e Berfokus pada peraturan perundang- CE / Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi
undangan. ﬂ‘ Elektronik,
\_ /7—\_\'\ 2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
N _ Elektronik,
/ I

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang hak cipta

4.Undang-Undang KUH Perdata pasal 1313
tentang kapan terjadinya perjanjian, dan pasal
1320 tentang syarat sah perjanjian.

e Bahan hukum sekunder diambil dari
Buku, jurnal ilmiah, dan makalah
hukum
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MELANGGAR UU ITE

MELANGGAR KONTRAK

BAKU PLATFORM

UU ITE secara tegas melarang akses
tanpa hak, penyalahgunaan sistem
elektronik, manipulasi data, serta
perbuatan yang menimbulkan kerugian
bagi pihak lain, sehingga penggunaan
akun oleh pihak ketiga tanpa
persetujuan penyedia layanan dapat
dikualifikasikan  sebagai  perbuatan
melawan hukum, terlebih apabila
disertai  tujuan  komersial  atau
menyebabkan kerugian ekonomi.
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Hubungan antara platform seperti Netflix,
Disney dan Viu dengan pemilik hak cipta film
didasarkan pada perjanjian lisensi atau
perjanjian produksi yang bersifat
kontraktual, di mana platform membayar
imbalan di muka (upfront payment/flat fee)
kepada pemegang hak cipta untuk
memperoleh hak penayangan film dalam
jangka waktu dan wilayah tertentu, tanpa
kewajiban pembayaran royalti lanjutan
berdasarkan jumlah penonton sehingga
penyebaran akun ini berdampak langsung
pada platform sebagai pemegang lisensi
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Ketentuan syarat dan penggunaan (terms and
conditions) dari  masing-masing  platform
streaming berbayar seperti Netflix, Disney+, dan
VIU menunjukkan ketiganya secara eksplisit
melarang pengalihan akses akun kepada pihak
ketiga terutama larangan terkait membagikan
informasi login, memberikan hak akses, atau
memberikan hak pengguna kepada pihak Iain.
Dengan demikian, kesadaran hukum pengguna
terhadap batasan penggunaan akun digital
menjadi penting agar pemanfaatan layanan
streaming tetap sejalan dengan ketentuan hukum
positif dan prinsip perlindungan hak serta
kepentingan para pihak yang terlibat.
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Pembahasan

Alur Pengalihan A

PEMILIK AKUN
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! CALON PEMEBELI
TERTARIK DAN
MENGHUBUNGI
NOMOR PEMILIK

AKUNYANG
TERTERA

081X = XXXX - XXXX
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AKSES LOGIN
DIBERIKAN

PEMBAYARAN
DILAKUKAN
TRANSFER BANK/

E-WALLET) PASSWORD)

transaksi biasanya dilakukan melalui jalur
pribadi dengan metode pembayaran
nonformal, seperti transfer bank atau
dompet digital, tanpa perlindungan
konsumen yang memadai Dari sudut (
pandang hukum sehingga berpotensi
melanggar ketentuan dalam Undang-
Undang Hak Cipta, Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),

serta perjanjian kontraktual sebagaimana

diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
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Pembahasan

KLAUSUL LARANGAN PENGALIHAN AKSES

NETFLIX

ViU

‘. kami memberikan Anda lisensi terbatas, non-

eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk ‘Anda hanya diizinkan untuk
mengakses konten dan aktivitas Toko." menggunakan  Layanan  Viu  dan
.dengan lisensi terbatas tersebut di atas, tidak menonton Konten untuk penggunaan
ada hak, kepemilikan, atau kepentingan yang pribadi dan non-komersial Anda sendiri..

akan dialihkan kepada Anda. Anda setuju bahwa Layanan dan Konten

Viu hanya untuk penayangan dan akses
pribadi Anda dan Anda tidak akan, atau
mengizinkan orang lain untuk,

Kami dapat menangguhkan atau mengakhiri SEMPILER, FRSFTIED, MergguTEien,

akses Anda ke Toko ini jika Anda gagal mematuhi mengakses, atau menonton Layanan
Pernyataan ini dan/atau Konten Viu untuk tujuan publik

atau komersial apa pun..”

Anda setuju untuk tidak.menggunakan roboaot,
spider, scraper, atau cara otomatis lainnya untuk
mengakses Toko.."

Netflix, Disney+ dan VIU secara eksplisit telah menetapkan larangan terhadap pengalihan akses akun dalam ketentuan layanannya, sehingga ketika terjadi
pelanggaran, penyedia layanan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak. Dalam kasus seperti ini, pengguna yang membagikan akun secara ilegal
berpotensi melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu apabila praktik sharing akun dilakukan dengan memenuhi
unsur-unsur yang terdapat dalam klausul larangan yang tertera di Term Of Use platform maka berpotensi melanggar perjanjian kontraktual yang telah
disepakati, selanjutnya jika dilakukan untuk tujuan komersial maka dapat dimaknai sebagai pelanggaran UU Hak cipta, kemudian apabila perbuatan tersebut
menyebabkan gangguan terhadap sistem atau pengguna lain, maka memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan UU ITE.
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Temuan Penting Penelitian

NETFLIX, DISNEY+ DAN VIU MERUPAKAN PLATFORM DENGAN KONTRAK BAKU OTT

e Hubungan platform dengan konsumen didasarkan pada kontak baku yang dibuat secara sepihak oleh platform yang isinya sudah ditentukan
sehingga pihak lain tidak memiliki ruang negosiasi substansial

e Hubungan platform dengan pemilik hak cipta didasarkan pada perjanjian lisensi hak cipta yang berlandaskan pada pasal 80 UU No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta dan pasal 1338 KUHPerdata

o Berbeda dengan hubungan platform dengan konsumen, hubungan platfom dengan pemilik hak cipta bersifat kontrak komersial B2B (business to
business) standar dan dapat dinegosiasikan terkait substansi ekonomi

KLAUSUL DALAM KONTRAK KOMERSIAL (KONTRAK OTT GLOBAL)

o Untuk lisensi konten (film, series) platform menggunakan kontrak OTT global yang didalamnya memuat terkait : license fee (nilai lisensi), terriory (wilayah),
exclusivity (eksklusivitas), term (jangka waktu)

o Dalam praktik kontrak lisensi OTT selalu terdapat klausul “License Fee shall be payable in advance upon execution of this Agreement or delivery of the Licensed
Content.” yang maknanya dalam perjanjian lisensi pembayaran dilakukan sebelum hak siar di dapatkan atau dapat di definisikan juga sebagai pembayaran
dimuka

KARAKTER DALAM KONTRAK LISENSI

» Karakter dasar kontrak lisensi konten audiovisual (film/series) platform bukan membeli hak cipta melainkan mendapat hak menggunakan (right to exploit)
dalam waktu dan wilayah tertentu
v » Konsekuensi dalam kontrak lisensi yaitu imbalan lisensi tidak bergantung pada jumlah penonton, melainkan hak akses yang diberikan sejak awal kontrak

~A) iversi
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Manfaat Penelitian ¢

e menambah wawasan dan
pemahaman mengenal hukum
digital, khususnya terkait
promosi akun sharing ilegal

MANFAAT PRAKTIS

e artikel ini dapat memberikan
pemahaman kepada masyarakat
mengenai dampak hukum dari
promosi akun sharing ilegal

e Memberikan rekomendasi kepada
pembuat kebijakan terkait regulasi
yang lebih jelas mengenai promosi
akun sharing ilegal di Indonesia

e membantu platform digital dalam
menyusun kebijakan yang lebih ketat
terkait pelanggaran berbagi akun dan

promosi ilegal

sidoarjo
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